
BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR O2A: TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN BREBES TAHUN 2016

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mensineat

BUPATI BREBES.

a. bahwa untuk melaksarrakan ketentuan Pasal 26

Ayat {2) Unciang-Unriang Nomor 25 Tahun 2OO4

tentang Sistern Perencanaan Pembangu.nan

Nasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati

tentang Rencana Ke4a Pemerintah Daerah

Kabupaten Brebes Tahun 2016;

1. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentans

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkunean Propinsi Jawa Teneah Berita Neqara

Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang- Undane Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47. Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4286t:.

3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2O04 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 20O4 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Nesara Republik Indonesia

Nomor 4355);
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4. Undane-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentane

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O04 Nomor 66, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

44OOl;

5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentane

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

{kmbaran Neg_ara Reoublik Indonesia Tahun

2004 Nomor 1O4, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421):

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat

dal Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126.

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 44381:

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO7 tentang

Rencana Pembangunan Janeka Paniang Nasional

Tahun 2OO5-2O25 (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4700t:.

8. Undang-Unda:rg Nomor 23 Tahun 2O74 tentang

Pemerintah Daerah lkmbaran Negara Reoublik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambaharr

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undalg-Undang Nomor 9 Tahun

2O15 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentans

Pemerintah Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679t:'
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9.

10.

11.

12.

13.

L4,

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005

tentang Dana Perimbangan (lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 20O5 Nomor 137,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4575):

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5

tentang Peneelolaan Keuansan Daerah (kmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2O00 Nomor

140. Tambahan kmbaran Neq-ara Reoublik

Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 20O6

tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah (l,embaran Negara Republik Indonesia

Ta,hun 20O6 Nomor 25, Tambahan Lembaran

Negara Reoublik Indonesia Nomor 4614):

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2O06

tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Pembangunan (lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 20O6 Nomor 96.

Tambahan lembaral Negara Republik Indonesia

Nomor 46631:

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2OO6

tentang Tata Cara Penvusunan Rencana

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Reoublik Indonesia Tahun 2OO6 Nomor 97.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 46641:

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2OO7

tentang l,aporan Penyelenggaraan Pemerintahal

Daerah Kepada Pemerintah, [,aporan Keterangan

Pertanggungiawaban Kepala Daerah Kepada

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi

Laooran Penveleng,g-araan Pemerintahan Daerah

Kepada Masyarakat (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 20O7 Nomor 19. Tambahan

l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor

4693)l
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pensendalian. dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 21.l:

16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2O15 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional Tahun 2O15-2Ol 9;

17. Peraturan Menteri Dalam Neg-eri Nomor 13 Tahun

20O6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah. sebasaimana telah diubah beberapa kali.

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2OO6 tentane Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Neg,eri Nomor 54 Tahun

2O 1O tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2OO8 tentane TahaDan. Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah:

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8

Tahun 20O6 tentang Tata Cara Penyusunan

Perencanaan Pembangunan Daerah Dan

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran

Daerah Provinsi Jawa Teneah Tahun 2OO6 Seri E

Nomor l):

2O. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Teneah Nomor 3

Tahun 20O8 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah RPJPDI Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2OO5 -2025 (l*mbaran Daerah

Provinsi Jawa Teneah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E

Nomor 3, Tambahan lrmbaran Daerah Provinsi

Jawa Tengah Nomor 9)l



2t.

22.

23.

24.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tene-ah Nomor

5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan

Janska Menenqah Daerah Tahun 2OI3-2OL8

(kmbaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun

2014 Nomor 5|:

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3

Tahun 2OO8 tentane Urusan Pemerintahan vang

Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah

Kabuoaten Brebes (lembaran Daerah Kabupaten

Brebes Tahun 20O8 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3

Tahun 2OO9 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Paniang Daerah Kabupaten Brebes tahun

2OO5-2O25 (kmbaran Daerah Kabupaten Brebes

Tahun 2OO9 Nomor 38A):

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4

Tahun 2Ol3 tentanq Rencana Pembansunan

.Iangka Menengah Daerah Kabupaten Brebes

Talrun 2Ol2-2O17 (kmbaran Daerah Kabupaten

Brebes Tahun 2013 Nomor 4);

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PER{TURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BREBES

TAHUN 2016.

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun

2016 adalah dokumen perencanaan tahunan dan merupakan salah satu

landasan operasional bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di

Lingkunean Pemerintah Kabuoaten Brebes dalam menyusun Rancans€n

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Brebes

Tahun Anegaran 2O16.
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Pasal 2

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah iRi(PD) Kabupaten Brebes

'-Iahun 2ulb sebagarmana <irmaksu<i ciaiam Pasai I tercantum pada

Lampiran Peraturan Elupati ini yang terdiri dari I (satu) Bukrl meliputi :

BABI : PENDAHULUAN

-E'A,E rr : ta v.t\Lurt5r _ri/\slL rr,L11l1.s1\1\ltf\I\ l(nrtJ I Afr u ll rrAr,u lJArr

CAPAIAN KINER.IA PEI{YELENGGARAAN PEMERINTAH

: RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN

KEBIJAKAN

l\E UAll{ ttAll U,rl.t|fiAn

BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

IJAU V : KIrI\LAI\A fl(LruK,fllvl LrAl\ I{I'LrlA I Al\ rKl(rl(ll1\J IJADI(An

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun

2016 merupakan penjabaran dari rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Brebes Tahun 20"12-2017 sebagai

dokumen Derencanaan tahunan Kabuoaten Brebes Tahun 2O16.

Pasa] 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Brebes.
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Ditetapkan di Brebes

pada tanggal 25 A4€! 2O/5

BUPATI ES.
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Dluncanqkan di Brebes
pada ts.'s3;r -34t14-@5

sEK j:i r.1iii5 DAIEAH
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